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Abstrak

Penelitian ini mengkaji dualisme kebijakan antara Kemendikbudristek dan Kementerian Agama
(Kemenag) dalam pengaturan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum, yang telah
menjadi isu struktural dalam tata kelola pendidikan Indonesia. Melalui studi kepustakaan berbasis
lebih dari 30 referensi nasional dan internasional terbitan 2020-2025, penelitian ini menemukan
bahwa dualisme kewenangan memengaruhi profesionalitas guru PAI dalam berbagai aspek seperti
identitas profesi, sertifikasi, kurikulum, supervisi, dan pengembangan karier. Dampak-dampak
tersebut muncul karena guru PAI berada di bawah dua otoritas berbeda: Kemendikbudristek sebagai
lembaga kepegawaian dan Kemenag sebagai lembaga pembina substansi keagamaan. Penelitian ini
juga mengungkap gap penelitian pada aspek pengalaman empiris guru PAI dalam menghadapi
dualisme kebijakan. Novelty penelitian terletak pada integrasi analisis kebijakan terbaru, dinamika
kurikulum Merdeka, dan moderasi beragama yang memengaruhi pembinaan guru PAI saat ini.
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Rekomendasi diarahkan pada harmonisasi kebijakan lintas kementerian, integrasi sistem pendataan,
dan reformasi tata kelola guru PAI.

Kata Kunci: Guru PAI, Kemenag, Kemendikbudristek

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu komponen fundamental dalam Sistem
Pendidikan Nasional. Negara mewajibkan semua satuan pendidikan memberikan pendidikan agama
sesuai agama peserta didiknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan agama adalah hak dasar
setiap warga negara (UU Sisdiknas, 2003). Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang menentukan bahwa pembinaan substansi pendidikan
agama berada dalam kewenangan Kementerian Agama (PP 55/2007, 2007). Namun demikian,
sekolah umum berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek). Dualisme kelembagaan ini menimbulkan kompleksitas kebijakan dalam
pengelolaan guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Dinamika tersebut semakin relevan dalam lima tahun terakhir karena pemerintah
meluncurkan berbagai kebijakan baru seperti Kurikulum Merdeka, pembaruan Pendidikan Profesi
Guru (PPG), dan digitalisasi pembelajaran. Perkembangan kebijakan pendidikan nasional dari 2020
hingga 2025 menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyinergikan antara kebijakan pendidikan
umum dan pendidikan agama (Kemenag, 2021; Kemendikbudristek, 2022). Sejumlah penelitian
terbaru mengungkap bahwa pendidikan agama di sekolah umum mengalami tekanan adaptif akibat
perubahan kurikulum, tuntutan pembelajaran berbasis kompetensi, dan penekanan pada moderasi
beragama (Mustaqim, 2022; Wahyudi, 2021). Dalam konteks ini, guru PAI menjadi aktor strategis,
namun pada saat yang sama menghadapi situasi kebijakan yang tidak sepenuhnya seragam.

Selama lima tahun terakhir, berbagai kajian nasional dan internasional menyoroti
“fragmentasi struktural” dalam tata kelola pendidikan agama di Indonesia. Penelitian oleh Junaidi
(2021) dan Rosidin (2022) menunjukkan bahwa meskipun Kemendikbudristek mengelola aspek
kelembagaan sekolah, Kemenag tetap menjadi otoritas dalam kurikulum PAI dan pembinaan
profesionalitas guru PAI. Di satu sisi, Kemendikbudristek menetapkan standar pedagogik,
administrasi kepegawaian, manajemen sekolah, serta evaluasi pembelajaran. Di sisi lain, Kemenag
mengatur konten PAI, penjaminan moderasi beragama, supervisi PAI, hingga pelaksanaan PPG PAI.
Ketidakterpaduan ini menghasilkan situasi dualistik yang berdampak langsung pada guru PAL

Dalam perkembangan mutakhir, penelitian menunjukkan bahwa guru PAI sering
menghadapi kesulitan dalam mengakses PPG dan sertifikasi karena keterpisahan database antara
Kemendikbudristek dan Kemenag (Sukardi, 2020; Miswari, 2023). Bahkan, laporan Kemenag
(2023) menyebutkan bahwa dualisme otoritas menyebabkan kesenjangan distribusi guru PAI di
berbagai daerah dan memengaruhi pemerataan mutu layanan pendidikan agama. Penelitian
internasional juga menyoroti persoalan ini. Sebagai contoh, studi Parker (2022) dan Sirry (2023)
menggarisbawahi bahwa pendidikan agama di Indonesia mengalami tekanan struktural akibat
dualisme sistem pendidikan, yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi literasi religius dan
kohesi sosial di sekolah-sekolah multikultural.
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Di sisi lain, berbagai penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa guru PAI berperan
penting dalam internalisasi nilai moderasi beragama (Hasanah, 2020; Mustaqim, 2022), penguatan
pendidikan karakter (Sulistiyo, 2021), serta pembentukan budaya toleransi (Parker, 2022). Namun
peran besar ini tidak diikuti oleh kejelasan kebijakan yang memadai. Guru PAI terjebak dalam dua
struktur pembinaan yang berbeda: struktur administratif Kemendikbudristek dan struktur substantif
Kemenag. Keadaan ini melahirkan tantangan profesional seperti ambiguitas identitas profesi,
inkonsistensi supervisi, dan ketidakpastian jalur karier (Hanafi, 2021; Suyatno, 2022).

Sejumlah penelitian terbaru juga menegaskan perlunya integrasi kebijakan antara
Kemendikbudristek dan Kemenag untuk mengurangi friksi struktural. Sebuah studi analitis oleh
Syafruddin (2023) menekankan bahwa ketidakselarasan kebijakan kepegawaian dan pembinaan
substansi menghambat kinerja guru PAI, dan hal tersebut berdampak pada kualitas pembelajaran.
Artikel ilmiah internasional oleh Noer & Sa’adillah (2023) menunjukkan bahwa peningkatan mutu
guru PAI harus berbasis kebijakan terpadu lintas kementerian. Selain itu, laporan UNESCO (2022)
mengenai pendidikan agama di Asia Tenggara menyoroti pentingnya tata kelola yang terpusat untuk
menjamin akuntabilitas, distribusi guru, dan kompetensi pedagogis yang seragam.

Namun meskipun banyak studi membahas dualisme kebijakan pendidikan Islam, terdapat
research gap penting: belum banyak penelitian lima tahun terakhir yang secara langsung menelaah
dampak dualisme kebijakan terhadap profesionalitas guru PAI di sekolah umum, terutama dengan
mengaitkannya dengan kebijakan terbaru seperti Kurikulum Merdeka, PPG terintegrasi, dan
moderasi beragama. Sebagian besar studi hanya berhenti pada analisis struktural atau sejarah, tanpa
menyoroti pengalaman profesional guru PAI dalam konteks regulasi modern (Sauri, 2021; Wahyudi,
2020).

Melihat urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme kebijakan
antara Kemendikbudristek dan Kemenag serta mengkaji implikasinya terhadap profesionalitas guru
PAI, dengan menggunakan literatur nasional dan internasional lima tahun terakhir. Hasil analisis
diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kebijakan integratif, serta
menjadi dasar pertimbangan dalam reformasi tata kelola guru PAI di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library
research). Pendekatan ini dipilih karena isu dualisme kebijakan antara Kemendikbudristek dan
Kementerian Agama merupakan persoalan regulatif dan konseptual yang dapat dianalisis secara
mendalam melalui penelaahan dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi ilmiah
terbaru. Menurut Creswell (2020), penelitian kualitatif berbasis dokumen mampu memberikan
pemahaman holistik terhadap konteks kebijakan dan relasi antaraktor pendidikan. Pendekatan
serupa juga direkomendasikan oleh Bowen (2021) yang menyatakan bahwa analisis dokumen
efektif untuk mengidentifikasi pola, kontradiksi, dan dinamika kebijakan pendidikan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas: (1) regulasi nasional seperti Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2007, serta kebijakan Kemenag dan Kemendikbudristek lima tahun terakhir; (2) artikel
ilmiah nasional dan internasional terbitan 2020—2025 yang relevan dengan topik guru PAI, dualisme
kebijakan, profesionalitas guru, kurikulum PAI, dan moderasi beragama; serta (3) laporan kebijakan

10682



JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantars l’ * *

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

" .
Vol : 2 No: 6, Desember 2025 — Januari 2026 ( V

E-ISSN : 3046-4560

dan hasil penelitian mutakhir mengenai pendidikan agama di Indonesia. Literatur dipilih secara
purposif, yakni berdasarkan relevansi, keterbaruan, dan kontribusinya terhadap fokus kajian (Machi
& McEvoy, 2021).

Data dianalisis menggunakan analisis tematik, mengikuti langkah-langkah yang
dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2020): membaca literatur secara menyeluruh, melakukan
proses pengkodean, mengelompokkan kode menjadi tema, dan menafsirkan makna dari tema-tema
utama. Dalam penelitian ini, tema yang muncul meliputi: kebijakan Kemendikbudristek terkait guru
PAI, kebijakan Kemenag terkait PAI, serta implikasi dualisme kebijakan terhadap profesionalitas
guru PAIL Pendekatan tematik dipilih karena mampu menangkap hubungan antarvariabel kebijakan
dan dampaknya terhadap aktor pendidikan secara komprehensif.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai
dokumen resmi, artikel jurnal, dan laporan kebijakan untuk memastikan konsistensi data. Menurut
Denzin (2021), triangulasi merupakan teknik validitas penting dalam penelitian kualitatif untuk
meminimalisasi bias interpretatif. Selain itu, proses analisis dilakukan secara reflektif dengan
memastikan setiap temuan dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku serta kondisi nyata yang
dilaporkan dalam studi terbaru mengenai guru PAI.

Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis
yang mendalam, sistematis, dan berbasis bukti mengenai dualisme kebijakan dua kementerian dan
dampaknya terhadap profesionalitas guru PAI di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Kemendikbudristek Terkait Guru PAI

Kebijakan Kemendikbudristek terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) berada dalam
kerangka regulasi profesi guru secara nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen menegaskan bahwa semua guru, termasuk guru agama, adalah tenaga profesional
yang wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikasi, dan kompetensi pedagogik yang memenuhi
standar nasional (UU Guru dan Dosen, 2005). Dalam implementasinya, Kemendikbudristek
bertanggung jawab atas sistem kepegawaian guru di sekolah umum, termasuk pengangkatan,
penempatan, kenaikan pangkat, serta evaluasi kinerja melalui mekanisme penilaian angka kredit
(Kemendikbudristek, 2022). Dengan demikian, guru PAI yang bertugas di sekolah umum secara
struktural berada dalam sistem birokrasi Kemendikbudristek meskipun subtansi keagamaannya
dibina oleh kementerian lain.

Seiring diberlakukannya Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek mengatur aspek
pedagogik yang harus diterapkan semua guru, termasuk guru PAI. Kebijakan tersebut menekankan
pada pembelajaran berbasis kompetensi, asesmen formatif, diferensiasi, dan penguatan karakter
siswa (Kemendikbudristek, 2022). Dalam konteks ini, guru PAI diposisikan sebagai bagian dari
ekosistem pendidikan nasional yang harus mengikuti standar proses dan penilaian yang sama
dengan guru mata pelajaran lainnya. Studi terbaru menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum
Merdeka menuntut kompetensi pedagogik yang lebih tinggi, termasuk kemampuan merancang
pembelajaran kontekstual dan mengintegrasikan nilai karakter ke dalam kegiatan belajar (Wahyudi,
2021; Sulistiyo, 2022).
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Namun demikian, Kemendikbudristek tidak mengatur substansi kurikulum PAI karena
domain tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Agama. Hal ini menyebabkan kebijakan
Kemendikbudristek bersifat struktural-pedagogis, bukan substantif-teologis. Guru PAI harus
menyesuaikan standar isi yang ditetapkan Kemenag dengan standar proses yang ditetapkan
Kemendikbudristek. Penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara
standar isi PAI dan standar pedagogik nasional sering menimbulkan kebingungan dalam
penyusunan tujuan pembelajaran, penyelarasan CP/ATP, serta penyusunan asesmen (Noer &
Sa’adillah, 2023; Rosidin, 2022).

Selain itu, Kemendikbudristek juga mengatur PPPK Guru, rekrutmen ASN daerah, serta
distribusi guru berbasis Dapodik. Guru PAI yang mengajar di sekolah umum terikat pada sistem ini,
termasuk dalam hal pendataan kepegawaian dan formasi ASN tahun 2021-2024
(Kemendikbudristek, 2023). Sejumlah penelitian mengungkap bahwa distribusi guru PAI sering
tidak merata karena kebutuhan formasi ditentukan oleh pemerintah daerah, bukan oleh Kemenag
yang memahami kebutuhan guru agama secara substantif (Syafruddin, 2023; Junaidi, 2021).
Akibatnya, pada beberapa daerah terjadi kekurangan guru PAI, sementara di daerah lain terjadi
kelebihan guru.

Kemendikbudristek juga memiliki peran dalam perlindungan profesi guru melalui kebijakan
seperti Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan yang memberikan payung hukum atas
tindakan kekerasan, kriminalisasi, atau tekanan psikologis dalam proses belajar mengajar
(Kemendikbudristek, 2021). Namun sejumlah penelitian menekankan bahwa kebijakan
perlindungan guru belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan spesifik yang dihadapi guru
PAI, terutama terkait isu sensitif dalam pengajaran agama, seperti intoleransi, radikalisme, dan
konflik nilai (Parker, 2022; Sirry, 2023).

Secara keseluruhan, kebijakan Kemendikbudristek membentuk ranah keprofesian guru PAI
di sisi administratif, pedagogik, dan manajerial sekolah. Namun karena substansi pendidikan agama
bukan menjadi kewenangannya, maka guru PAI berada dalam posisi setengah berada di bawah
Kemendikbudristek dan setengah di bawah Kemenag. Struktur ini menjadi titik awal munculnya
dualisme kebijakan yang lebih jelas terlihat dalam pembahasan kebijakan Kemenag pada subbab
berikutnya.

Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) Terkait Guru PAI

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki mandat substantif dalam pengelolaan Pendidikan
Agama Islam (PAI) di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Mandat ini berpijak pada Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa kurikulum, standar kompetensi, tenaga
pendidik agama, serta pengawasan pendidikan agama berada di bawah kewenangan Kemenag (PP
55/2007, 2007). Dengan demikian, meskipun sekolah umum berada dalam struktur
Kemendikbudristek, aspek substansi dan kualitas keagamaan yang diajarkan guru PAI sepenuhnya
menjadi domain Kemenag. Dalam lima tahun terakhir, Kemenag memperkuat mandat ini melalui
berbagai kebijakan pembinaan, digitalisasi data guru agama, hingga implementasi program
moderasi beragama (Kemenag, 2021; Direktorat PAI, 2023).

Pada ranah kurikulum, Kemenag berperan dalam merumuskan standar isi PAI, termasuk
capaian pembelajaran (CP) dan struktur materi berbasis nilai akidah, ibadah, akhlak, serta sejarah
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Islam. Kurikulum PAI terbaru juga dirancang untuk mendukung program nasional Moderasi
Beragama, yang bertujuan mengembangkan sikap toleran, anti-kekerasan, dan berorientasi pada
persatuan nasional (Mustaqim, 2022; Hasanah, 2020). Penelitian lima tahun terakhir menunjukkan
bahwa peran Kemenag dalam menjaga kualitas kurikulum PAI sangat krusial, terutama mengingat
tantangan radikalisme, polarisasi sosial, dan meningkatnya wacana intoleransi di ruang publik
(Parker, 2022; Sirry, 2023).

Dalam bidang pembinaan guru, Kemenag bertanggung jawab mengembangkan kompetensi
teologis, spiritual, dan moral guru PAI melalui berbagai forum seperti Kelompok Kerja Guru PAI
(KKG-PAI), MGMP-PAI, dan kegiatan bimtek tahunan. Laporan pembinaan guru PAI tahun 2022—
2024 menunjukkan bahwa Kemenag terus meningkatkan kualitas pembinaan melalui penyediaan
modul moderasi beragama, penguatan supervisi PAI, serta pelatihan berbasis digital untuk guru
agama di seluruh Indonesia (Direktorat PAI, 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa
pembinaan Kemenag memberi dampak signifikan terhadap pemahaman guru PAI tentang
pengajaran agama yang inklusif dan berorientasi pembentukan karakter (Noer & Sa’adillah, 2023;
Syafruddin, 2023).

Salah satu mandat paling strategis adalah kewenangan Kemenag dalam menyelenggarakan
Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAI. Berbeda dari mata pelajaran umum, PPG bagi guru PAI
dikelola oleh Kemenag, termasuk proses seleksi, kurikulum profesional, dan penetapan kelulusan
(Miswari, 2023). Namun penelitian lima tahun terakhir memperlihatkan adanya berbagai kendala,
seperti keterbatasan kuota PPG PAI, ketidaksinkronan data antara Kemenag dan
Kemendikbudristek, serta lamanya antrean peserta untuk memperoleh sertifikasi (Sukardi, 2020;
Junaidi, 2021). Kondisi ini menjadi salah satu penyebab ketidakmerataan profesionalitas guru PAI
di sekolah umum, terutama karena sertifikasi berpengaruh terhadap hak tunjangan profesi.

Dalam aspek supervisi dan pengawasan, Kemenag memiliki jaringan pengawas PAI yang
bertugas menilai kelayakan pembelajaran agama di sekolah. Pengawas PAI menilai aspek
kompetensi keagamaan, akidah moral, dan kesesuaian materi dengan standar Kemenag. Namun
dalam praktiknya, kewenangan ini sering tumpang tindih dengan supervisi akademik dari dinas
pendidikan, sehingga guru PAI harus mengikuti dua standar supervisi yang tidak selalu harmonis
(Rahim, 2017; Suyatno, 2022). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan
pembagian tugas supervisi berkontribusi pada ketidakkonsistenan mutu pengajaran PAI di berbagai
sekolah (Rosidin, 2022; Wahyudi, 2021).

Kemenag juga mengembangkan sistem pendataan digital, seperti SIAGA (Sistem Informasi
Administrasi Guru Agama), untuk memantau kinerja dan status guru agama secara nasional. Data
terbaru menunjukkan bahwa SIAGA menjadi alat penting dalam penetapan tunjangan, distribusi
guru, serta penilaian kinerja dalam Rencana Kerja Guru Agama (Direktorat PAI, 2023). Namun
demikian, keterpisahan SIAGA dari sistem Dapodik Kemendikbudristek sering menimbulkan
kesalahan pendataan atau keterlambatan pemutakhiran data, yang berdampak pada hak-hak
administratif guru (Miswari, 2023; Syafruddin, 2023).

Secara keseluruhan, kebijakan Kemenag menempatkan guru PAI pada kerangka pembinaan
substantif-teologis dan profesional keagamaan. Kemenag mengatur kurikulum, pembinaan moral,
supervisi agama, serta PPG PAI. Namun, karena kewenangan administratif dan status kepegawaian
guru PAI tetap berada di bawah Kemendikbudristek, kebijakan Kemenag tidak dapat berdiri sendiri.
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Ketidakterpaduan ini melahirkan fenomena dualisme kebijakan, yang berdampak pada beban
administratif, fragmentasi pembinaan, dan tantangan profesionalitas bagi guru PAI. Hal ini menjadi
titik kritis yang akan dianalisis pada subbab berikutnya terkait implikasi dualisme terhadap
profesionalitas guru PAI.

Implikasi Dualisme Kebijakan terhadap Profesionalitas Guru PAI

Dualisme kebijakan antara Kemendikbudristek dan Kementerian Agama menghasilkan
dampak signifikan terhadap profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam (PAI), terutama karena
guru PAI berada dalam posisi unik: secara administratif mereka menjadi bagian dari struktur
pendidikan umum, namun secara substantif-teologis berada di bawah pembinaan kementerian
agama. Penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kondisi ini menciptakan problem
identitas profesi, hambatan pengembangan karier, ketidaksinkronan kurikulum, keterbatasan akses
PPG, hingga tekanan psikologis dalam menjalankan tugas (Noer & Sa’adillah, 2023; Rosidin, 2022;
Sukardi, 2020).

Implikasi pertama yang paling dirasakan adalah ambivalensi identitas profesional. Studi
terbaru menemukan bahwa guru PAI kerap mengalami kebingungan kewenangan karena harus
menaati dua garis komando yang berbeda: pembinaan keagamaan dari Kemenag dan pembinaan
administratif dari Kemendikbudristek (Syafruddin, 2023). Dua otoritas ini tidak selalu memiliki
kebijakan yang sejalan, sehingga guru PAI merasakan fragmentasi identitas dan kesulitan
menentukan orientasi profesionalnya (Suyatno, 2022). Dalam jangka panjang, dualisme ini dapat
melemahkan sense of belonging dan loyalitas profesi, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian
klasik tentang profesionalitas guru agama (Muhaimin, 2012), yang kini kembali ditegaskan melalui
studi-studi terbaru (Hanafi, 2021; Mustaqim, 2022).

Implikasi kedua menyangkut akses profesionalisasi dan sertifikasi, khususnya melalui
Pendidikan Profesi Guru (PPG). Meskipun guru PAI wajib memiliki sertifikat pendidik
sebagaimana guru lain, pelaksanaan PPG PAI berada di bawah Kemenag. Hal ini menimbulkan
masalah teknis seperti ketidaksinkronan data STAGA—Dapodik, keterbatasan kuota PPG PAI, dan
proses seleksi yang tidak sepenuhnya terintegrasi (Miswari, 2023; Sukardi, 2020). Penelitian oleh
Junaidi (2021) menunjukkan bahwa banyak guru PAI sekolah umum menunggu bertahun-tahun
untuk memperoleh sertifikasi, sementara rekan sejawat dari madrasah lebih cepat dilayani karena
berada langsung di bawah Kemenag. Kesenjangan akses ini berdampak pada profesionalitas karena
sertifikasi terkait erat dengan tunjangan profesi, motivasi kerja, dan pengembangan diri guru.

Implikasi ketiga terkait inkonsistensi kurikulum dan supervisi. Kurikulum nasional
ditetapkan Kemendikbudristek, sedangkan standar isi PAI disusun Kemenag. Guru PAI harus
menafsirkan dan memadukan dua kebijakan tersebut dalam praktik. Studi Wahyudi (2021)
menunjukkan bahwa guru PAI kesulitan menyusun CP—ATP yang sesuai Kurikulum Merdeka tetapi
tetap konsisten dengan struktur teologis PAI versi Kemenag. Ketidaksinkronan ini menyebabkan
variasi kualitas pembelajaran antar sekolah dan antar guru (Rosidin, 2022). Di sisi lain, dualisme
supervisi antara pengawas sekolah dan pengawas PAI menyebabkan standar evaluasi yang berbeda,
sehingga guru PAI menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi ganda yang tidak selalu
harmonis (Rahim, 2017; Syafruddin, 2023).
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Implikasi keempat menyangkut pengembangan karier dan kesejahteraan guru. Jalur
kenaikan pangkat dan mutasi berada di bawah pemerintah daerah atau Kemendikbudristek,
sementara pembinaan substansi dilakukan oleh Kemenag. Penelitian lima tahun terakhir
menemukan bahwa guru PAI sering terhambat dalam promosi jabatan fungsional karena angka
kredit mereka tergantung pada dua jenis supervisi yang tidak selalu saling mendukung (Hanafi,
2021; Noer & Sa’adillah, 2023). Situasi ini berbeda dengan guru mata pelajaran lain yang memiliki
jalur karier tunggal dan jelas.

Di sisi psikologis, dualisme kebijakan juga menimbulkan beban emosional bagi guru PAI.
Mengajar mata pelajaran agama di tengah keberagaman sosial sekolah umum sudah menjadi
tantangan tersendiri. Ketika ditambah dengan tekanan administratif, ketidakpastian karier, dan
tuntutan pembinaan dari dua kementerian, guru PAI lebih rentan mengalami stres profesional
(Parker, 2022; Sirry, 2023). Penelitian terbaru tentang literasi religius juga menunjukkan bahwa
guru agama memiliki peran sangat strategis dalam membangun toleransi dan mencegah
ekstremisme, namun paradoksnya, mereka tidak selalu mendapatkan dukungan sistemik yang
memadai (Suyanto et al., 2024).

Meskipun demikian, dualisme tidak sepenuhnya berdampak negatif. Sejumlah penelitian
mutakhir menegaskan bahwa jika kedua kementerian melakukan sinergi kebijakan terutama dalam
PPG, kurikulum, dan supervise, guru PAI justru dapat memperoleh manfaat dari dua sistem
pembinaan yang saling melengkapi (Mustaqim, 2022; Parker, 2022). Namun kondisi ini hanya dapat
dicapai apabila ada harmonisasi regulasi dan integrasi kebijakan tingkat tinggi.

Secara keseluruhan, dualisme kebijakan memiliki implikasi serius terhadap profesionalitas
guru PAI, mulai dari identitas profesi, sertifikasi, supervisi, hingga kesejahteraan dan kesehatan
psikologis. Tantangan ini menegaskan urgensi perumusan kebijakan terpadu lintas kementerian
untuk memastikan keberlanjutan profesionalitas guru PAI dalam sistem pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif dualisme kebijakan antara Kemendikbudristek
dan Kementerian Agama dalam pengaturan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum,
serta implikasinya terhadap profesionalitas guru. Analisis berdasarkan lebih dari tiga puluh sumber
nasional dan internasional tahun 2020-2025 menunjukkan bahwa dualisme kebijakan bukan
sekadar persoalan teknis-birokratis, melainkan persoalan struktural yang berpengaruh langsung
pada status profesi, pembinaan kompetensi, dan performa pedagogis guru PAI di lapangan. Guru
PAI berada pada posisi yang terfragmentasi: secara administratif mereka berada di bawah
Kemendikbudristek dan pemerintah daerah, tetapi secara substansial-teologis dan profesional
berada di bawah pembinaan Kemenag. Fragmentasi ini menghasilkan beragam persoalan seperti
ketidaksinkronan kurikulum, ketidakjelasan jalur karier, hambatan akses sertifikasi, dan supervisi
ganda yang belum terkoordinasi.

Arah kebijakan Kemendikbudristek dalam lima tahun terakhir melalui Kurikulum Merdeka
mengharuskan guru PAI mengikuti standar pembelajaran berbasis kompetensi, asesmen formatif,
dan praktik diferensiasi pedagogis. Sementara itu, Kemenag memperkuat moderasi beragama,
kurikulum PAI berbasis nilai-nilai keislaman substantif, dan penyelenggaraan Pendidikan Profesi
Guru (PPG) PAI Ketidakterpaduan dua arah kebijakan ini membuat guru PAI harus melakukan
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adaptasi yang tidak mudah, terutama dalam mengintegrasikan standar isi Kemenag dengan standar
proses Kemendikbudristek. Dampak lebih jauh terlihat pada rasa kepemilikan profesional (sense of
identity), motivasi mengajar, serta konsistensi mutu pembelajaran PAI di sekolah umum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan
tanpa melibatkan data empiris lapangan seperti wawancara, observasi, atau survei besar. Hal ini
membuat deskripsi mengenai pengalaman guru PAI tidak sepenuhnya mewakili variasi kontekstual
di daerah. Selain itu, ketergantungan pada dokumen dan publikasi lima tahun terakhir membuat
penelitian ini bersifat analitis-deskriptif dan belum mampu memetakan tingkat dampak secara
terukur.

Dari keterbatasan tersebut muncul gap penelitian, yaitu perlunya studi empiris berbasis data
primer mengenai pengalaman guru PAI di berbagai daerah terkait dualisme kebijakan. Sangat
sedikit penelitian yang menggabungkan perspektif guru PAI, kepala sekolah, pengawas, dan pejabat
daerah dalam satu desain riset yang terpadu. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengukur
dampak langsung dualisme kebijakan terhadap capaian pembelajaran peserta didik, tingkat
profesionalitas guru, dan efektivitas supervisi pendidikan agama di sekolah.

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan novelty dengan menyintesiskan literatur
terbaru 2020-2025 mengenai kebijakan pendidikan Islam, PPG, kurikulum merdeka, dan moderasi
beragama, kemudian mengintegrasikannya dalam analisis mengenai dualisme kebijakan dua
kementerian. Berbeda dari kajian klasik yang menekankan aspek historis atau struktural, artikel ini
menempatkan guru PAI sebagai fokus utama dan membaca dampak kebijakan secara langsung
terhadap profesionalitas mereka, baik dari aspek karier, kurikulum, supervisi, maupun kesejahteraan
psikologis.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa dualisme kebijakan tidak dapat dibiarkan
berlarut-larut karena menghambat penguatan profesionalitas guru PAI dan konsistensi mutu
pendidikan agama. Harmonisasi kebijakan merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan
kesinambungan pembinaan guru, keadilan akses PPG, integrasi kurikulum, serta penyederhanaan
supervisi. Keterpaduan sistem pendataan antara SIAGA dan Dapodik harus menjadi prioritas agar
kebijakan berbasis data dapat berjalan efektif. Selain itu, pembentukan kebijakan bersama (joint
regulation) antara Kemendikbudristek dan Kemenag dapat menjadi solusi untuk menghilangkan
fragmentasi otoritas, khususnya terkait rekrutmen, mutasi, sertifikasi, dan promosi jabatan
fungsional guru PAI.

Penelitian ini menyarankan agar pengambil kebijakan mengembangkan model tata kelola
tunggal (single authority model) atau setidaknya mekanisme koordinasi terpadu (integrated
governance model) antara dua kementerian. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi
lapangan multi-situs dengan melibatkan guru PAI dari berbagai provinsi agar temuan empiris dapat
memperkaya wacana reformasi tata kelola guru PAI di masa mendatang. Dengan demikian,
pendidikan agama di sekolah umum tidak hanya selaras dengan tujuan sistem pendidikan nasional,
tetapi juga mampu merespons kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia kontemporer
secara lebih profesional dan terintegrasi.
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